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Abstract: The practice of employers retaining employees' original diplomas as a guarantee of
compliance in employment relationships remains prevalent in Indonesia, raising legal concerns
regarding the validity of such contractual clauses and the protection of workers' rights. This
study aims to analyze the legality of diploma retention clauses under Indonesian labor law and
to formulate legal policy recommendations for regulating such practices. The research employs
a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. Primary
legal materials include the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), the Labor Law, the 1945
Constitution of the Republic of Indonesia, and the Circular Letter of the Minister of Manpower
Number M/5/HK.04.00/V/2025. Secondary legal materials consist of books, scholarly journals,
and other relevant legal literature. The findings indicate that the legality of diploma retention
clauses cannot be determined solely based on the principle of freedom of contract. Such clauses
must satisfy the legal requirements for a valid agreement as stipulated in Article 1320 of the
Indonesian Civil Code, must not conflict with lawful cause, public order, or morality, and must
comply with labor law provisions and the principle of legal protection for workers. The study
further reveals that although the Ministerial Circular Letter provides policy guidance
prohibiting the retention of workers' diplomas, it does not provide adequate legal certainty
because it is not included within the hierarchy of Indonesian legislation. Therefore, a legally
binding regulation is required to govern diploma retention, including the rights and obligations
of the parties, supervisory mechanisms, dispute resolution procedures, and sanctions to ensure
legal certainty, worker protection, and a balanced employment relationship.

Keywords: diploma retention, employment agreement, freedom of contract, legal protection,
labor law

Abstrak: Praktik perusahaan menahan ijazah asli pekerja sebagai jaminan kepatuhan dalam
hubungan kerja masih ditemukan di Indonesia dan menimbulkan permasalahan mengenai
legalitas klausul yang mengatur praktik tersebut serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas klausul penahanan ijazah pekerja
berdasarkan hukum ketenagakerjaan Indonesia serta merumuskan rekomendasi kebijakan
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hukum dalam mengatur praktik tersebut. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum
normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan
kasus. Bahan hukum primer meliputi KUHPerdata, Undang-Undang Ketenagakerjaan, UUD
1945, serta Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025. Bahan
hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa legalitas klausul penahanan ijazah tidak dapat ditentukan hanya
berdasarkan asas kebebasan berkontrak, melainkan harus memenuhi syarat sah perjanjian
sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, tidak bertentangan dengan sebab yang
halal, ketertiban umum, kesusilaan, serta memenuhi ketentuan hukum ketenagakerjaan dan
prinsip perlindungan hukum bagi pekerja. Penelitian ini juga menemukan bahwa Surat Edaran
tersebut telah memberikan arah kebijakan mengenai larangan penahanan ijazah, namun belum
memberikan kepastian hukum yang memadai karena tidak mencakup dalam hierarki peraturan
perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi yang memiliki
kekuatan hukum mengikat untuk mengatur penahanan ijazah, hak dan kewajiban para pihak,
mekanisme pengawasan, penyelesaian sengketa, serta sanksi guna mewujudkan kepastian
hukum, perlindungan pekerja, dan keseimbangan hubungan kerja.

Kata Kunci: Hukum Ketenagakerjaan, Keabsahan Klausul, Penahanan ljazah, Perjanjian
Kerja, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Pembangunan suatu negara bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan kualitas manusia, merangsang perkembangan ekonomi, dan menegakkan keadilan
sosial, sesuai dengan yang tertuang dalam Pembukaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945
(Butarbutar & Butarbutar, 2025). Salah satu alat utama untuk mencapai tujuan tersebut adalah
pengembangan sektor tenaga kerja. Pekerja memiliki peranan penting dalam proses produksi;
oleh karena itu, mereka tidak hanya dilihat sebagai faktor produksi, tetapi juga sebagai subjek
hukum yang memiliki hak konstitusional untuk bekerja dan mendapatkan hidup yang layak
(Flambonita, 2020). Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dengan jelas menjamin setiap warga negara
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sementara Pasal 28D
ayat (2) menekankan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta memperoleh imbalan dan
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Karakteristik hubungan kerja menunjukkan bahwa pihak pekerja pada dasarnya berada di
kondisi yang lebih lemah jika membandingkan kepada pemberi kerja. Ketika seseorang
membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pilihan untuk menerima
seluruh persyaratan yang diajukan perusahaan sering kali bukan merupakan bentuk persetujuan
yang lahir dari kebebasan kehendak secara murni, melainkan didorong oleh kebutuhan
ekonomi. Situasi demikian menimbulkan ketimpangan bargaining position yang berpotensi
melahirkan klausul-klausul yang memberatkan pekerja. Kondisi tersebut menjadi salah satu
alasan utama mengapa hukum ketenagakerjaan modern tidak hanya mengakui asas kebebasan
berkontrak, tetapi juga mengembangkan asas perlindungan tenaga kerja sebagai instrumen
untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara pekerja dan pengusaha (Farianto, 2019).

Salah satu perilaku yang masih sering dijumpai dalam pekerjaan di Indonesia adalah
perusahaan yang menahan ijazah asli karyawan sebagai bentuk jaminan untuk memastikan
ketaatan pada kontrak kerja (Suhada et al., 2025). Tindakan ini biasa dilakukan sejak proses
perekrutan, di mana perusahaan mengharuskan penyerahan ijazah asli untuk jaminan agar
pekerja tidak mengundurkan diri sebelum periode tertentu selesai, tidak melakukan
pelanggaran, atau merugikan perusahaan (Tulangow et al., 2026). Penerbitan surat edaran oleh
Menteri Ketenagakerjaan menandakan bahwa praktik penahanan ijazah bukanlah kasus
terpisah, melainkan telah menjadi masalah yang meluas yang memerlukan tindakan kebijakan
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dari pemerintah. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa surat edaran itu
diterbitkan dikarenakan praktik penahanan ijazah telah lama ada di berbagai perusahaan di
Indonesia. Dalam pandangannya, penahanan ijazah membuat karyawan berada dalam situasi
yang lebih rentan, karena mereka kehilangan kesempatan untuk memperoleh suatu pekerjaan
yang lebih baik, mengalami tekanan mental, dan menurunnya produktivitas kerja.

Fenomena tersebut juga diperkuat oleh berbagai kasus yang mendapat perhatian publik
sepanjang tahun 2025, salah satunya ketika Wakil Menteri Ketenagakerjaan melakukan
inspeksi mendadak terhadap sebuah perusahaan di Pekanbaru setelah menerima laporan adanya
penahanan ijazah milik belasan mantan pekerja. Dalam kasus tersebut, pekerja mengaku tidak
dapat memperoleh kembali ijazahnya meskipun hubungan kerja telah berakhir, bahkan
sebagian di antaranya diminta memenuhi syarat tertentu sebelum dokumen dikembalikan.
Kasus tersebut memperlihatkan bahwa praktik penahanan ijazah tidak hanya terjadi selama
hubungan kerja berlangsung, tetapi juga dapat terus berlanjut setelah hubungan kerja berakhir
sehingga memperpanjang kerugian yang dialami pekerja. Oleh karena itu, permasalahan yang
perlu dikaji bukan hanya mengenai praktik penahanan ijazah, tetapi juga mengenai keabsahan
klausul penahanan ijazah dalam perjanjian kerja menurut hukum ketenagakerjaan Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas praktik penahanan ijazah asli pekerja oleh perusahaan ditinjau
berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan prinsip perlindungan hukum bagi pekerja?

2. Bagaimana Rekomendasi Kebijakan Hukum dalam mengatur perjanjian kerja terkait
dengan penahanan ijazah pekerja?

METODE

Penelitian yang dilakukan dalam konteks studi ini adalah penelitian hukum normatif.
Hukum normatif dapat dijelaskan sebagai penelitian hukum yang menganalisis peraturan
tertulis dari berbagai sudut pandang termasuk aspek teoritis, sejarah, filosofi, dan komparasi,
serta mempertimbangkan struktur dan komposisi, cakupan penerapan, isi, dan konsistensi
(Firmanto et al., 2024). Pendekatan ini diimplementasikan dengan menganalisis ketentuan
hukum yang berkaitan dengan perjanjian kerja terutama yang berhubungan dengan penahanan
ijazah oleh perusahaan sebagai jaminan untuk memastikan karyawan memenuhi kewajibannya
selama mereka bekerja serta peraturan hukum yang mengatur hal tersebut.

Sumber data yang digunakan dapat dibagi menjadi dua kategori sumber hukum, yang
pertama adalah sumber hukum primer. Sumber-sumber ini memiliki sifat otoritatif yang berarti
mereka memiliki kekuatan atau mandat hukum tertentu. Sumber hukum primer mencakup
undang-undang dan dokumen resmi atau risalah dari lembaga legislatif (Ochtorina & Efendi,
2022). Di bawah ini adalah beberapa peraturan hukum yang menjadi acuan utama untuk
penelitian ini: Undang-Undang Ketenagakerjaan, KUHPer, dan UUD 1945.

Kedua, sumber hukum sekunder. Dalam kajian ini, sumber hukum sekunder merujuk pada
segala bentuk publikasi hukum yang tidak termasuk dalam kategori dokumen resmi. Publikasi
hukum ini terdiri dari buku teks, kamus hukum, jurnal hukum yang spesifik, dan karya tulis
lainnya (Ochtorina & Efendi, 2022). Metode pengumpulan data penelitian ini adalah penelitian
kepustakaan yaitu usaha mencari bahan penelitian di perpustakaan untuk menemukan solusi
yang mungkin bagi permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Analisis Legalitas Praktik Penahanan ljazah Asli Pekerja oleh Perusahaan Ditinjau
Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak dan Prinsip Perlindungan Hukum bagi
Pekerja

Dalam praktik hubungan kerja di Indonesia, penahanan ijazah umumnya dilakukan
melalui pencantuman klausul dalam perjanjian kerja atau melalui kebijakan internal perusahaan
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yang harus dipatuhi oleh pekerja sebagai syarat untuk memperoleh atau mempertahankan
pekerjaan (Pratama et al., 2024). Dari perspektif hukum perjanjian, klausul tersebut pada
dasarnya merupakan bagian dari isi perjanjian yang dapat dibuat berdasarkan kebebasan para
pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Akan tetapi, keberadaan klausul
tersebut tetap harus diuji berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sah perjanjian,
Pasal 1337 KUH Perdata mengenai sebab yang halal, serta Pasal 52 Undang-Undang
Ketenagakerjaan (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, 1847).

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 diterbitkan
sebagai pedoman bagi pemberi kerja, pekerja, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan
lainnya dalam menyikapi praktik penahanan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik pekerja.
Dari perspektif hukum administrasi negara, Surat Edaran pada dasarnya merupakan bentuk
aturan kebijakan (beleidsregel) yang lahir berdasarkan kewenangan administratif pejabat
pemerintahan untuk memberikan petunjuk pelaksanaan terhadap penyelenggaraan
pemerintahan (Utomo, 2025). Kedudukan Surat Edaran sebagai beleidsregel menyebabkan
keberadaannya tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan legalitas praktik
penahanan ijazah. Penilaian terhadap legalitas suatu praktik tetap harus didasarkan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat secara umum,
seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Ketenagakerjaan, maupun
ketentuan hukum lainnya yang relevan. Meskipun demikian, keberadaan Surat Edaran tersebut
tetap memiliki arti penting sebagai bentuk sikap resmi pemerintah terhadap praktik penahanan
ijazah yang berkembang dalam hubungan kerja. Surat Edaran tersebut juga dapat dijadikan
pedoman dalam pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan, meskipun
tidak memuat sanksi hukum yang secara langsung dapat dikenakan kepada pemberi kerja
apabila tidak mematuhinya (Putra et al., 2026).

Praktik penahanan ijazah oleh perusahaan pada umumnya didasarkan pada pertimbangan
tertentu yang berkaitan dengan kepentingan pemberi kerja dalam menjaga keberlangsungan
hubungan kerja dan meminimalkan risiko usaha. Berdasarkan penjelasan Menteri
Ketenagakerjaan, praktik tersebut selama ini berkembang dengan berbagai alasan, antara lain
sebagai jaminan agar pekerja tetap bekerja dalam jangka waktu tertentu, sebagai jaminan dalam
hubungan utang-piutang antara pekerja dan pemberi kerja, maupun karena pekerja belum
menyelesaikan kewajibannya kepada perusahaan (H, 2025). Dari perspektif pelaku usaha,
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) juga menegaskan bahwa pada prinsipnya perusahaan
tidak dibenarkan menahan ijazah pekerja tanpa alasan yang sah. Dalam kondisi tertentu,
penahanan ijazah dapat dikaitkan dengan adanya kesepakatan, misalnya apabila perusahaan
telah membiayai pendidikan atau pelatihan pekerja berdasarkan perjanjian yang disepakati para
pihak (Ayudiana, 2025). Sejalan dengan itu, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
menjelaskan bahwa alasan lain yang melatarbelakangi praktik tersebut ialah keinginan
perusahaan untuk menjaga loyalitas pekerja, mengurangi risiko pekerja mengundurkan diri
sebelum jangka waktu yang diperjanjikan, serta melindungi investasi perusahaan yang telah
dikeluarkan dalam proses rekrutmen maupun pengembangan kompetensi pekerja ((BPHN),
2025). Berdasarkan berbagai alasan tersebut menunjukkan bahwa praktik penahanan ijazah
pada dasarnya berangkat dari kepentingan perusahaan untuk melakukan mitigasi risiko dalam
hubungan kerja, meskipun legalitas cara yang ditempuh tetap harus diuji berdasarkan ketentuan
hukum yang berlaku.

Di sisi lain, pekerja juga memiliki kepentingan hukum yang harus dilindungi, termasuk
hak untuk menguasai dokumen pribadi yang menjadi miliknya, seperti ijazah asli yang memiliki
nilai administratif maupun ekonomi. Penguasaan ijazah oleh pemberi kerja dalam jangka waktu
tertentu berpotensi membatasi keleluasaan pekerja untuk menggunakan dokumen tersebut, baik
untuk melanjutkan pendidikan, mengurus administrasi tertentu, maupun mencari kesempatan
kerja yang lain (Efendi et al., 2024). Oleh karena itu, perlindungan terhadap kepentingan
perusahaan tidak seharusnya diwujudkan melalui penguasaan dokumen pribadi pekerja apabila
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masih tersedia mekanisme lain yang lebih proporsional dan sejalan dengan prinsip perlindungan
hukum. Alternatif tersebut dapat berupa perjanjian ikatan dinas, klausul ganti rugi yang disusun
secara proporsional sesuai ketentuan hukum, atau bentuk jaminan lain yang tidak
menghilangkan penguasaan pekerja atas dokumen pribadinya.

Rekomendasi Kebijakan Hukum Dalam Mengatur Perjanjian Kerja Terkait Dengan
Penahanan ljazah Pekerja

Dari perspektif hukum perjanjian, KUHPerdata pada dasarnya hanya mengatur tentang
syarat sah perjanjian, kekuatan mengikat perjanjian, serta batas-batas kebebasan para pihak
dalam membuat perjanjian melalui ketentuan Pasal 1320, Pasal 1337, dan Pasal 1338. Namun
demikian, KUHPerdata tidak mengatur secara khusus mengenai keabsahan klausul yang
mengatur penahanan ijazah sebagai bagian dari isi perjanjian kerja. Hal yang sama juga
ditemukan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang belum memberikan pengaturan
secara eksplisit mengenai larangan, pembatasan, persyaratan, maupun sanksi terhadap praktik
penahanan ijazah oleh pemberi kerja. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif
yang berlaku saat ini masih mengatur hubungan kerja dalam ruang lingkup yang bersifat umum,
sehingga belum mampu memberikan kepastian hukum secara khusus terhadap praktik
penahanan ijazah dalam hubungan kerja (Tulangow et al., 2026).

Belum adanya pengaturan yang secara tegas mengatur praktik penahanan ijazah dalam
hubungan kerja telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Di satu sisi, sebagian
pemberi kerja masih beranggapan bahwa penahanan ijazah dapat dibenarkan sepanjang
didasarkan pada kesepakatan dalam perjanjian kerja atau digunakan sebagai jaminan untuk
memastikan kepatuhan pekerja terhadap kewajibannya. Di sisi lain, pekerja berpotensi
kehilangan penguasaan atas dokumen pribadinya tanpa memperoleh perlindungan hukum yang
memadai melalui ketentuan yang bersifat mengikat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
pengaturan hukum vyang berlaku saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi
perkembangan praktik hubungan kerja yang terus berkembang di masyarakat (Putra et al.,
2026).

Praktik penahanan ijazah tidak lagi bisa dilihat sebagai masalah hubungan keperdataan
semata yang sepenuhnya diserahkan kepada kesepakatan para pihak dalam perjanjian kerja
(RIZAL et al., 2026). Dalam praktiknya, penahanan ijazah berkaitan dengan berbagai aspek
hukum, mulai dari kebebasan berkontrak, perlindungan terhadap hak pekerja, hingga
kepentingan pemberi kerja dalam menjaga keberlangsungan hubungan kerja (Fuad & Riyanto,
2023). Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa pengaturan umum dalam KUHPer maupun
Undang-Undang Ketenagakerjaan belum mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul
akibat praktik penahanan ijazah. Akibatnya, terdapat ruang penafsiran yang berbeda-beda
mengenai boleh atau tidaknya pencantuman klausul penahanan ijazah pada perjanjian kerja.
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya norma yang secara khusus mengatur praktik
penahanan ijazah agar terdapat kepastian mengenai hak, kewajiban, dan batas kewenangan
masing-masing pihak dalam hubungan kerja.

Discussion
Analisis Legalitas Praktik Penahanan ljazah Asli Pekerja oleh Perusahaan Ditinjau
Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak dan Prinsip Perlindungan Hukum bagi
Pekerja

Prinsip kebebasan berkontrak ialah landasan utama hukum kontrak yang memberikan
kebebasan kepada para pihak untuk memutuskan apakah akan mengadakan kontrak dan dengan
siapa, serta menentukan isi dan bentuk kontrak sesuai dengan kehendak mereka sendiri.
Menurut Prof. Subekti, kebebasan ini menjadi dasar bagi terciptanya hubungan hukum yang
didasarkan pada kesepakatan para pihak, yang berarti bahwa setiap kontrak yang dibuat secara
sah harus dihormati dan dipenuhi. Konsep ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata,
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yang menyatakan bahwa semua kontrak yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum bagi
para pihak yang membuatnya. Namun, keberlakuan Pasal 1338 KUHPerdata tidak dapat
dipisahkan dari Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur syarat-syarat sahnya kontrak
mengingat suatu kontrak baru menjadi mengikat setelah semua persyaratan tersebut terpenuhi
(Subekti, 1984).

Prof. Subekti berpendapat bahwa asas kebebasan berkontrak tidak dapat dimaknai
sebagai kebebasan yang tanpa batas. Pelaksanaan asas tersebut tetap dibatasi oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, ketertiban umum, serta kewajiban para
pihak untuk melaksanakan perjanjian dengan iktikad baik. Pembatasan tersebut sejalan dengan
ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menentukan
bahwa suatu sebab dalam perjanjian dinyatakan tidak halal apabila bertentangan dengan
undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Keabsahan klausul tersebut tetap harus diuji
dengan melihat apakah tujuan pembentukannya selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku
serta tidak melanggar batasan-batasan yang menjadi pembatas kebebasan berkontrak. Dengan
demikian, adanya kesepakatan para pihak bukan merupakan satu-satunya ukuran dalam
menentukan keabsahan suatu klausul dalam perjanjian kerja, melainkan harus dinilai pula
berdasarkan kesesuaiannya dengan norma hukum yang berlaku (Subekti, 1984).

Berdasarkan uraian tersebut, asas kebebasan berkontrak memang memberikan
kewenangan kepada para pihak untuk menyusun isi perjanjian kerja sesuai dengan
kepentingannya masing-masing. Akan tetapi, kewenangan tersebut bukan merupakan dasar
yang membenarkan setiap klausul yang disepakati para pihak. Klausul penahanan ijazah tetap
harus memenuhi syarat sah perjanjian, memiliki tujuan yang halal, serta tidak berlawanan
dengan aturan hukum maupun prinsip-prinsip yang membatasi kebebasan berkontrak. Oleh
karena itu, legalitas praktik penahanan ijazah tidak cukup dinilai hanya dari adanya persetujuan
pekerja, tetapi juga harus mempertimbangkan apakah persetujuan tersebut lahir dalam kondisi
yang mencerminkan kebebasan berkehendak serta tetap menjamin perlindungan terhadap hak-
hak pekerja. Berdasarkan analisis tersebut, pembahasan selanjutnya akan mengkaji praktik
penahanan ijazah dari perspektif prinsip perlindungan hukum bagi pekerja, sehingga dapat
diperoleh penilaian yang lebih komprehensif mengenai legalitas praktik tersebut dalam
hubungan kerja.

Prinsip perlindungan hukum ialah salah satu unsur fundamental pada negara hukum yang
bertujuan memberikan kepastian penghormatan dan perlindungan terhadap hak setiap subjek
hukum, termasuk pekerja dalam hubungan kerja (Sulaiman et al., 2025). Philipus M. Hadjon
menjelaskan bahwa perlindungan hukum diwujudkan melalui dua bentuk, yaitu perlindungan
hukum preventif dan perlindungan hukum represif (Setiawan & Babussalam, 2026).
Perlindungan hukum preventif berfungsi mencegah terjadinya pelanggaran hak dengan
memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum sebelum
suatu tindakan atau keputusan yang berpotensi merugikan ditetapkan. Sebaliknya, perlindungan
hukum represif diberikan sebagai upaya penyelesaian apabila telah terjadi pelanggaran terhadap
hak subjek hukum melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia sesuai ketentuan
hukum yang berlaku (Sulaiman et al., 2025).

Dari perspektif Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum
seharusnya mampu mencegah terjadinya tindakan yang dapat membatasi atau mengurangi hak
subjek hukum tanpa dasar yang jelas (Setiawan & Babussalam, 2026). Praktik penahanan ijazah
yang dilakukan sebagai syarat bekerja maupun sebagai jaminan kepatuhan pekerja berpotensi
menimbulkan pembatasan terhadap penguasaan dokumen pribadi milik pekerja dan dapat
memengaruhi kebebasan pekerja dalam mengembangkan kariernya (Grasera et al., 2026). Oleh
karena itu, praktik penahanan ijazah perlu diuji secara ketat agar tujuan perlindungan hukum
yang diamanatkan dalam hukum ketenagakerjaan tetap dapat terwujud, dan kemudian perlu
dinilai apakah tindakan pemberi kerja tersebut masih mencerminkan perlindungan hukum
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terhadap pekerja atau justru berpotensi mengurangi perlindungan atas hak-hak yang dimiliki
pekerja.

Berdasarkan uraian tersebut, prinsip perlindungan hukum bagi pekerja menempatkan
perlindungan terhadap hak-hak pekerja sebagai salah satu tujuan utama dalam penyelenggaraan
hubungan kerja. Penerapan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon menunjukkan
bahwa setiap tindakan pemberi kerja yang berpotensi membatasi hak pekerja harus memiliki
dasar hukum yang jelas, dilakukan secara proporsional, serta tidak mengurangi perlindungan
yang semestinya diberikan kepada pekerja. Praktik penahanan ijazah tidak dapat dinilai hanya
dari kepentingan pemberi kerja dalam menjaga kepatuhan pekerja, tetapi juga harus
mempertimbangkan sejauh mana praktik tersebut tetap memberikan perlindungan terhadap
hak-hak pekerja sebagai subjek hukum.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, legalitas praktik penahanan ijazah tidak dapat
dinilai semata-mata dari adanya persetujuan antara pekerja dan pemberi kerja ataupun alasan
kepentingan perusahaan. Praktik tersebut harus diuji secara komprehensif berdasarkan
ketentuan hukum perjanjian, hukum ketenagakerjaan, asas kebebasan berkontrak, serta prinsip
perlindungan hukum bagi pekerja. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebebasan para pihak
dalam membuat perjanjian bukan merupakan kebebasan yang bersifat mutlak, melainkan
dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan, dan
kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Dengan demikian,
praktik penahanan ijazah hanya dapat dipandang memiliki legitimasi hukum apabila memiliki
dasar hukum vyang jelas, dilakukan secara proporsional, serta tidak mengakibatkan
berkurangnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja sebagai subjek hukum. Kesimpulan
tersebut menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah pertama sekaligus mengantarkan
pembahasan pada rumusan masalah kedua mengenai rekomendasi kebijakan hukum dalam
mengatur praktik penahanan ijazah pekerja.

Rekomendasi Kebijakan Hukum Dalam Mengatur Perjanjian Kerja Terkait Dengan
Penahanan ljazah Pekerja

Pembentukan pengaturan khusus mengenai penahanan ijazah juga diperlukan untuk
memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan klausul dalam perjanjian
kerja. Selama belum terdapat norma yang mengatur secara tegas, pemberi kerja berpotensi
menafsirkan kebebasan berkontrak sebagai dasar untuk mencantumkan klausul penahanan
ijazah, sedangkan pekerja berada dalam posisi yang sulit untuk menolak klausul tersebut karena
kebutuhan memperoleh pekerjaan (Khaerani et al.,, 2026). Situasi demikian berpotensi
menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan kerja dan mengurangi efektivitas
perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada pekerja. (Gunawan et al., 2026).

Urgensi pembentukan pengaturan khusus juga berkaitan dengan upaya mewujudkan
hubungan industrial yang adil, seimbang, dan berkelanjutan (Subiyanto, 2026). Pengaturan
yang jelas akan memberikan kepastian mengenai mekanisme yang dapat digunakan perusahaan
untuk melindungi kepentingannya tanpa harus menguasai dokumen pribadi milik pekerja. Di
sisi lain, pekerja memperoleh jaminan bahwa hak-haknya tetap terlindungi melalui norma yang
memiliki kekuatan mengikat dan dapat ditegakkan apabila terjadi pelanggaran. Dengan
demikian, pembentukan pengaturan khusus mengenai penahanan ijazah tidak hanya bertujuan
melarang suatu praktik, tetapi juga membangun keseimbangan antara perlindungan terhadap
pekerja dan kepastian hukum bagi pemberi kerja (Ismail & Kamila, 2025). Berdasarkan
kebutuhan tersebut, langkah berikutnya adalah merumuskan bentuk pengaturan yang ideal
beserta substansi norma yang perlu dimuat dalam pengaturan mengenai penahanan ijazah dalam
perjanjian kerja.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap hukum positif yang berlaku, diperlukan
pembentukan pengaturan yang secara khusus mengatur praktik penahanan ijazah dalam
hubungan kerja. Pengaturan tersebut perlu ditempatkan dalam instrumen hukum yang memiliki
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daya ikat umum sehingga mampu memberikan kepastian hukum bagi pekerja maupun pemberi
kerja (Suhada et al., 2025). Dibandingkan hanya mengandalkan Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan, pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan akan memiliki
kekuatan mengikat yang lebih kuat serta memberikan dasar hukum yang jelas dalam
pelaksanaan pengawasan maupun penegakan hukum.

Selain mengatur mengenai larangan dan pengecualian, pengaturan tersebut juga perlu
memberikan pedoman mengenai substansi klausul dalam perjanjian kerja yang berkaitan
dengan dokumen pribadi pekerja. Hak dan kewajiban masing-masing pihak perlu dirumuskan
secara jelas, termasuk larangan bagi pemberi kerja untuk menguasai dokumen pribadi pekerja
tanpa dasar hukum yang sah, kewajiban mengembalikan dokumen apabila penguasaan tersebut
dilakukan dalam keadaan yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, serta
mekanisme penyelesaian apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan klausul tersebut.
Perumusan norma yang jelas akan membantu menciptakan hubungan kerja yang lebih seimbang
sekaligus mengurangi potensi timbulnya sengketa akibat perbedaan penafsiran terhadap isi
perjanjian kerja.

Pengaturan mengenai penahanan ijazah juga sebaiknya tidak hanya berorientasi pada
pelarangan, tetapi turut menyediakan alternatif mekanisme yang dapat digunakan pemberi kerja
untuk melindungi kepentingannya secara proporsional (Adnyakausalya & Putra, 2025). Dalam
praktik hubungan kerja, kepentingan perusahaan untuk menjaga keberlangsungan usaha,
melindungi investasi pelatihan, maupun memastikan kepatuhan pekerja tetap perlu memperoleh
perlindungan hukum. Oleh karena itu, pengaturan ke depan dapat memberikan ruang bagi
penggunaan mekanisme lain yang lebih sejalan dengan prinsip hukum perjanjian dan hukum
ketenagakerjaan, seperti perjanjian ikatan dinas yang memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan, klausul ganti rugi yang disusun secara proporsional apabila terjadi
wanprestasi, atau bentuk jaminan lain yang tidak mengharuskan pemberi kerja menguasai
dokumen pribadi milik pekerja. Dengan pendekatan tersebut, perlindungan terhadap pekerja
dan kepentingan sah pemberi kerja dapat diwujudkan secara lebih seimbang dalam hubungan
kerja.

Pembentukan norma hukum yang mengatur penahanan ijazah dalam perjanjian kerja
perlu diikuti dengan mekanisme pengawasan yang efektif agar pengaturan tersebut dapat
diterapkan secara optimal. Keberadaan suatu norma tidak akan memberikan perlindungan
hukum apabila pelaksanaannya tidak diawasi secara konsisten oleh instansi yang berwenang
(Putri, 2025). Dalam konteks hubungan kerja, pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan
mengenai penahanan ijazah dapat menjadi bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan
ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan maupun perangkat daerah yang membidangi
ketenagakerjaan sesuai dengan kewenangannya. Melalui mekanisme tersebut, pelaksanaan
perjanjian kerja dapat diawasi sehingga setiap klausul yang berpotensi bertentangan dengan
ketentuan hukum dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti sejak dini.

Selain pengawasan, diperlukan mekanisme penegakan hukum yang memberikan akses
yang mudah, cepat, dan efektif bagi pekerja untuk memperoleh perlindungan apabila terjadi
pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penahanan ijazah. Mekanisme tersebut dapat
diwujudkan melalui prosedur pengaduan kepada instansi ketenagakerjaan, penyelesaian
perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta penerapan sanksi
yang proporsional terhadap pemberi kerja yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.
Pengaturan mengenai sanksi tidak semata-mata dimaksudkan sebagai bentuk penghukuman,
tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kepatuhan terhadap norma hukum dan
mencegah terulangnya praktik penahanan ijazah yang bertentangan dengan ketentuan yang
telah ditetapkan.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan pada rumusan masalah kedua, pembentukan
kebijakan hukum mengenai penahanan ijazah dalam perjanjian kerja perlu diarahkan pada
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terciptanya pengaturan yang memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak-hak
pekerja, serta tetap memperhatikan kepentingan yang sah dari pemberi kerja. Pengaturan
tersebut hendaknya disusun secara komprehensif dengan mengatur larangan atau pembatasan
penahanan ijazah, hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pengawasan, penyelesaian
sengketa, serta sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Melalui pengaturan yang demikian,
hubungan kerja diharapkan dapat berlangsung secara lebih adil, seimbang, dan memberikan
kepastian hukum bagi seluruh pihak. Rekomendasi kebijakan hukum tersebut sekaligus menjadi
jawaban atas rumusan masalah kedua dan menjadi dasar bagi penyusunan kesimpulan serta
saran yang akan diuraikan pada bab berikutnya.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

1. Berdasarkan temuan penelitian dan analisis, praktik perusahaan menahan dokumen
ijazah asli karyawan sebagai jaminan kepatuhan terhadap ketentuan kerja tidak dapat
dinilai semata-mata berdasarkan kesepakatan para pihak atau prinsip kebebasan
berkontrak. Keabsahan klausul mengenai penahanan ijazah juga harus memenuhi
ketentuan Pasal 1320, 1337, dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata), serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Mengingat posisi tawar karyawan yang lebih lemah dalam hubungan
kerja, penerapan prinsip kebebasan berkontrak harus diseimbangkan dengan prinsip
perlindungan hukum bagi karyawan. Dengan demikian, praktik penahanan ijazah pada
dasarnya tidak dapat dibenarkan jika membatasi hak karyawan atas dokumen
pribadinya, bersifat tidak proporsional, atau bertentangan dengan tujuan perlindungan
karyawan terlepas dari adanya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/5/HK.04.00/V/2025, yang sebagai suatu tindakan administratif, tetap tunduk pada
batasan-batasan tertentu.

2. Kemudian pengaturan mengenai penahanan ijazah dalam hubungan kerja di Indonesia
masih belum memberikan kepastian hukum karena belum terdapat pengaturan yang
secara eksplisit mengatur praktik tersebut dalam hukum positif. Keterbatasan
pengaturan yang ada, termasuk Surat Edaran tersebut, menunjukkan perlunya
pembentukan regulasi yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi dan mengatur secara
komprehensif mengenai larangan atau pembatasan penahanan ijazah, hak dan
kewajiban para pihak, mekanisme pengawasan, penyelesaian sengketa, serta sanksi
terhadap pelanggaran. Di samping itu, regulasi tersebut juga perlu memberikan
alternatif mekanisme yang sah bagi pemberi kerja untuk melindungi kepentingannya
tanpa menguasai dokumen pribadi pekerja, sehingga tercipta hubungan kerja yang
memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi pekerja, dan keseimbangan
kepentingan bagi kedua belah pihak.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya menggunakan
pendekatan hukum normatif dengan menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan
perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan dan literatur yang relevan, sehingga belum
mengakomodasi data empiris mengenai praktik penahanan ijazah yang terjadi di berbagai
perusahaan di Indonesia. Kedua, pembahasan penelitian difokuskan pada penilaian keabsahan
klausul penahanan ijazah berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dan perlindungan hukum
bagi pekerja serta perumusan rekomendasi kebijakan hukum, sehingga belum mengkaji aspek
lain, seperti implementasi pengawasan ketenagakerjaan, efektivitas penyelesaian sengketa,
maupun perspektif ekonomi dan manajemen sumber daya manusia. Ketiga, penelitian ini masih
terbatas pada kerangka hukum positif Indonesia sehingga belum melakukan perbandingan

4274 | Page


https://dinastirev.org/JIHHP

https://dinastirev.org/JIHHP, Vol. 6, No. 5, 2026

secara komprehensif dengan pengaturan di negara lain yang mungkin dapat memberikan
alternatif dalam penyusunan kebijakan hukum terkait praktik penahanan ijazah pekerja.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah disarankan untuk menyusun pengaturan yang
secara khusus mengatur praktik penahanan ijazah pekerja dalam hubungan kerja melalui
peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga mampu
memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak-hak pekerja, serta pedoman yang
jelas bagi pemberi kerja. Pemberi kerja juga disarankan untuk tidak lagi menjadikan penahanan
ijazah sebagai jaminan kepatuhan pekerja, melainkan menggunakan mekanisme lain yang lebih
proporsional dan sesuai dengan ketentuan hukum, seperti perjanjian ikatan dinas atau klausul
ganti rugi yang disusun secara wajar dan berdasarkan prinsip itikad baik. Penelitian selanjutnya
disarankan untuk memperluas kajian dengan menggunakan pendekatan empiris guna
mengevaluasi implementasi praktik penahanan ijazah di berbagai sektor usaha, efektivitas
penerapan Surat Edaran tersebut, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap
dokumen pribadi pekerja lainnya agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif
mengenai pengaturan hubungan kerja di Indonesia.

Kontribusi Author

Penulis pertama berperan dalam menyusun gagasan penelitian, merumuskan
permasalahan, melakukan pengumpulan dan analisis bahan hukum, menyusun pembahasan,
serta menulis keseluruhan naskah artikel. Penulis kedua memberikan arahan akademik dalam
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